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Abstrak

Anak merupakan yang paling rentan mengalami kekerasan seksual. Salah
satunya adalah phedofilia, pengertian phedofilia adalah ketertarikan seks seksual
orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Langkah kebijakan pemerintah terhadap
kasus ini adalah dengan. mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1sTahun 2016-Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2016 tentang Perlindungan Anak. Yang mana menambah sanksi pidana tambahan
yakni kebiri kimia, pengumuman identitas kepublik, serta pemasangan alat deteksi
elektronik. Namun kebijakan ini menuai pro kontra, pegiat Hak Asasi Manusia ,
praktisi Hukum, dan Ikatan 1Dlsmenalak pemberian sanksi kebiri karena memberikan
efek yang sangat berbahaya.'Sehingga Perppu Kebiriiini dianggap terburu-buru karena
hanya memberikan sanksi dampak fiik bukan mengenai mentl pelaku yang sakit.

Masalah pokok dalam penelitian Ini adalah Kebijakan Formulasi
pembentukan sanksi kebiri terhadap kejahatan phedofilia dan keberadaan sanksi
kebiri dalam kebijakan hukum pidana.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum normatif.
Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Kebijakan formulasi pembentukan sanksi kebiri mengenai Perlindungan Anak
sudah menjadi hal yang sangat serius terbukti di Indonesia sendiri mengenai
kekerasan seksual/phedofilia telah 3(tiga) kali mengalami.perubahan, ada pun
Undang-undang yang mengatur.tentang Tindak-Pidana kekerasan seksual phedofilia,
yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor, 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
kedua Undang-Undang Nomor:23 Tahun:2002+yang telah menjadi Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam kebijakan Perppu
menambah sanksi tambahan berupa kebiri kimia, pengumuman identitas kepublik dan
pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini
terkait dengan alasan kegentingan memaksa. Keberadaan saksi kebiri dalam
kebijakan hukum pidana seakan menggunakan pendekatan emosional tanpa mengkaji
lebih matang mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa
kebijakan sanksi kebiri ini termasuk hukuman yang tidak manusiawi, mengandung
unsur penyiksaan telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menyimpang
dari Konvensi PBB tentang Deklarasi Universal dan hak asasi yang diatur di
Indonesia. Sehingga Perppu ini dianggap bertentangan dengan pembentukan hukum.
Meskipun hukuman sanksi kebiri kimia ini bersifat sementara tetap telah melanggar
Hak Asasi Manusia dan efek yang ditimbulkan dari pemberian suntikan kebiri ini
bertentangan dengan kode etik dokter yang mana dokter berkewajiban melindungi.
Sehingga sangat jelas bahwa sanksi kebiri bertentangan dengan kode etik kedokteran
sebagai esekutornya

Kata Kunci: Kebijakan, Kebiri, Kekerasan Seksual, Anak



Abstract

Children are the most vulnerable to experience sexual chills. One of them is
phedophilia, the definition of phedophilia is an adult sexual interest in minors. The
government's policy step towards this case is to issue Government Regulation in Lieu
of Law Number 1 Year.2016 Second Amendment.to.Law Number 23 Year 2016
concerning Child«Protection. Which adds_to.additional criminal sanctions namely
chemical castration,-announcement of the identity of the public, and installation of
electronic detection devices. However, this policy is reaping the pros and cons,
human rights activists, legal practitioners, and the IDI Association reject the
castration Sanction because _it-gives\a very «dangerous effect. So that the Perppu
castration is considered .te.0oe ' a hurry because it‘only,sanctions the physical impact,
not regarding mentl of the offender.

The main problem in this research is the Formulation Policy on the formation
of castration sanctions against phedophilia crime and the presence of castration
sanctions in criminal law policy.

This type of research belongs to the group of normative legal research. While
judging by its nature, this research is analytical descriptive.

The government policy on child protection has become a very serious matter
proven in Indonesia itself regarding sexual violence / phedophilia has 3 (three) times
experienced changes, there Is also a law governing criminal acts of phedophilia
sexual violence; namely LawsNumber 23.Year,2002 concerning Child Protection,
Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection, and Government Regulation
in Lieu of Law Number 1 Year 2016 concerning the ‘Second Amendment to Law
Number 23 Year 2002 whieh_has become Law Number 17+Year 2016 concerning
Child Protection”. The Perppu-policy raddsiadditional sanctions in the form of
chemical castration, announcement of the identity of the public and the installation of
electronic detection devices. The government issued this policy related to compelling
urgency reasons. And castration witnesses issued by the government seemed to use
an emotional approach without examining more carefully.the imposition of sanctions.
This is because the ecastration sanction policy “includes inhumane punishment,
contains elements of torture that are in conflict with Human Rights and deviates from
the UN Convention on the Universal Declaration and human rights regulated in
Indonesia. So this Perppu is considered contrary to the formation of law. Even though
the chemical castration sanction penalty is temporary it has violated human rights and
the effects arising from the administration of castration injection is contrary to the
doctor's code of ethics which doctors are obliged to protect. So it is very clear that
castration sanctions are contrary to the ethical code of medicine as the executor.

Keywords: Policy, Castration, Sexual Violence, Children
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BAB |

PENDAHULUAN

adap anak.

mulai dari
pemerintah
terhadap anak

k, dan tumbuh

*& (Burgerlijk Wethoek
<>

tang anak dalam Pasal 330 B.W

florsiplo
Voor Indonesie) me .&
AN\
anak adalah orang yang be pai 21 tahun dan belum menikah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak, Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.?

! Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016, him. 5.



Anak merupakan yang paling rentan mengalami kekerasan seksual,
dalam penelitian ini penulis lebih spesifik ingin membahas salah satu
kekerasan seksual terhadap anak yaitu Phedofilia.

Pengertian phedofilia_ sendiri_.adalah Kketertarikan seksual orang
dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan
birahi seksual orang-orang dewasa ini adalah anak-anak pra-pubertas atau
anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi
dan belum dapat dibuahi bagi perempuan dan belum dapat mengahasilkan
sperma bagi anak pria). Dikaji dalam bidang kesehatan phedofilia di artikan
sebagai kelainan seksual berupa hasrat implus seksual yang melibatkan anak
dibawah umur.?

Kasus pedofilia di Jakarta Internasional School, kasus kekerasan
seksual terhadap anak di,Jakarta Internasional, School (JIS) terungkap setelah
salah satu orang tua murid dari JIS memberikan laporan kepada pihak
kepolisian (Polda Metro Jaya) bahwa anaknya (pria) telah mengalami
kekerasan seksual dengan cara sodomi oleh beberapa petugas kebersihan
(cleaning service) di sekolah.itu. Namun.ternyata kasus ini sudah terjadi dari
tahun 1992. William James Vahey salah satu guru yang mengajar di JIS yang
merupakan pelaku phedofilia telah melakukan kekerasan seksual terhadap
anak sejak tahun 1992 hingga 2002. FBI mencatat William James Vahey
telah memakan korban tidak kurang dari 90 orang anak. Yang mana 90 anak

tersebut telah disodomi oleh Wiliam. Berdasarkan keterangan FBI modus

2 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,
Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, him. 44.



operansi yang digunakan oleh Vahey terhadap korbannya adalah dengan cara
membius korbannya terlebih dahulu dengan pil tidur.?

Kasus phedofilia di Sukadumi yang dilakukan oleh Andri Sobari yang
dikenal dengan sebutan Emon, dalam.membujuk calon korbannya emon
selalu mengiming-imingkan uang kepada calon korbannya sebesar Rp. 25.000
sampal Rp. 50.000. Anak-anak'yang menjadi korban kekerasan seksual emon
berkisar antara 6-13 tahun. Korban-korban selalu” dibawa ke semak-semak,
motel kosong dekat pemandian, toilet masjid, ataupun dirumah pada waktu
sorehari sepulang kerja.* Semasa kecilnya emon ternyata pernah disodomi
beberapa kali oleh beberapa orang yang dia kenal.

Kasus kekerasan seksual Phedofilia lainya yang dilakukan samai alias
ropii, modus samai yang digunakan untuk menjerat korbanya dengan cara
melakukan trik sulap yang mana kemampuan, samai menyulap daun menjadi
uang, membuat calon korban tertarik untuk mempelajari sulap tersebut,
namun dengan syarat mengikuti ritual seks. Apabila calon korban sepakat
dengan syarat tersebut maka si anak akan dibawa ketempat sepi, ketepi sungai
apabila keadaan tengah sepi atau dirumah samai sendiri.> Menurut pengakuan
samai sendiri, sama halnya Emon, sewaktu kecilnya di Jakarta dia pernah
menjadi korban sodomi oleh orang dewasa yang tidak dikenalnya.

Dari beberapa kasus diatas dapat penulis simpulkan bahwa kejahatan
Phedofilia terhadap anak belum seutuhnya dapat dihindari, kasus kekerasan

seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga

3 1bid, him. 77-87.
# 1bid, him. 90-91.
® 1bid, him. 96-97.
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akibat yang ditimbulkan bagi korban. Anak disini yang menjadi korban

kekerasan seksual ini psikologinya akan trauma, dan dampak fisiknya dapat

tertular penyakit, dan tidak jarang anak yang menjadi korban dapat

dalam Pasal 290 KUHP-2 yang berisi: “dihukum dengan hukuman penjara
selama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan
seseorang, sedangkan diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa
umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata,
bahwa orang itu belum pantas untuk dikawinkan”. Sehingga dalam KUHP

sanksi yang diberikan terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman selama 7



tahun. Meskipun dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan secara rinci
mengenai phedofilia, namun tetap dapat dikategorikan penyimpangan
seksual.

Langkah kebijakan pemerintah dalam kekerasanseksual terhadap anak
dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, namun? /difasa’ belum cukup dalam menangani
perlindungan anak. Sehingga pada tahun 2014 Pemerintah Republik
Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak yang mana dengan memberatkan ancaman pidana
bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap Anak.®

Semakin tidak terkendalinya jumlah kekerasan seksual terhadap anak
dari tahun ketahun yang sangat membahayakan anak dan dianggap belum
mampu mencegah secara, komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap
anak, sehingga dalam mengatasi fenomena tersebut pemerintah melakukan
pembaharuan kebijakan dan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomer 23" Tahun..2002 tentang Perlindungan Anak
memberikan sanksi yang tegas terhadap kejahatan seksual maupun phedofilia.
Materi dalam Perppu sama dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Pidana pokok dalam Perppu yaitu hukuman mati,
penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun. Dalam

Perppu ini ada sanksi tambahan yakni tindakan kebiri kimiawi, pengumuman

® Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Phedofilia Perspektif Viktimologi
dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2017, him.3-4



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Sehingga
banyak yang menyebutkan Perppu ini dengan sebutan Perppu kebiri.

Pengertian mengenai pengkebirian dalam ilmu kedokteran disebut

yang berakibat

darah, beresiko

undang, yang mana penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis
Kehormatan dan Etika Kedokteraan yang tidak sesuai dengan kebijkan kebiri
tersebut.

Penerobosan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan

kebijakan Perppu kebiri ini banyak mendapat tanggapan setuju dan tidak

7 Ismantoro Dwi Yuwono, Op.Cit, him. 53-54.



setuju dari penggiat Hak Asasi Manusia, ahli hukum maupun medis mengenai
penjatuhan sanksi kebiri yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual
(phedofilia).

Dorongan penerbitan. Perppu kebiri-untuk pelaku. phedofilia dianggap
sebagal upaya untuk menekan jumlah kejahatan seksual serta mengurangi
lemahnya hukuman kekerasan'seksual 'terhadap anak yang masih tergolong
ringan. Sehingga muncul dukungan untuk pemberian sanksi kebiri yang mana
pertama Kkali disuarakan oleh wakil ketua KPAI pada Oktober 2015.
Diharapkan dapat mengurangi kejahatan seksual.®

Pemerintah menganggap dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah‘mengenai penjatuhan pidana hukuman kebiri kimia ini di anggap
kedepannya akan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual
terhadap anak, yang mana disampaikan oleh Sujatmiko yang merupakan
selaku Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang
mana menurut beliau tindakan kebiri kimiawi ini mengigatkan masyarakat
agar tidak main main ‘dengan kejahatan kekerasan seksual yang statusnya
sudah menjadi kejahatan luar biasa.

Namun hukuman kebiri masih menuai kontra dari kalangan praktisi
hukum, pegiat Hak Asasi Manusia, yang mana Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) melalui Siti Noor Laila yang mana merupakan

wakil ketua Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan menolak tegas rencana

8 Supriyadi Widodo Edi Yono Dkk, Menguasai Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana
Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia, Institutue
for Criminal Justice Retrom, Jakarta, 2016, him. 4
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penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang
hukuman kebiri secara kimiawi dikarenakan memandang bahwa pemberian

hukuman kebiri di kualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak

penjahat seksual oleh KUHP dan Undang-Undang dan menutup mata untuk
memberikan rehabilitasi atau penanganan medis dan psikologis phedofiia
sebagai korban.

Dalam mengeluarkan kebijakan pembentukan peraturan undang-

undang pemerintah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Perppu

° 1bid, him.6.
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namun sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, norma,
asas dan nilai nilai dasar negara. Penulis sendiri beranggapan bahwa

kebijakan pemerintah dalam Perppu kebiri ini dianggap terburu-buru dan

engenai sanksi
ini “Kebijakan

ku Kejahatan

2. Bagaimana Keberadaan saksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana?

. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui dasar reformulasi pembentukan sanksi kebiri

terhadap pelaku kejahatan Phedofilia?
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b) Untuk mengetahui keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum
pidana.

2) Kegunaan Penelitian

pengetahuan dan informasi bagi masyarakat.
D. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk mendukung dan menguatkan suatu pernyataan

mengenai sesuatu yang akan diteliti. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian

Efendi ada serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara

10
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merumuskan hubungan antar konsep.!® sehingga dapat menganalisa
berdasarkan penalaran untuk mencari kebenaran dengan sistematis dan

konsisten secara metodelogis bertujuan mencari suatu pembenaran yang dapat

menyatakan
oralitas. Menurut
n (morality of
ewajiban ini adalah
al tersebut bisa
hingga dapat di
moral aspirasi
an jalan apapun.
dapat dibagi lagi

dan moralitas internal
ideal yang seharusnya ada sebagal substansi dari suatu aturan hukum yang
ada dalam masyarakat. Sedangkan moralitas internal adalah suatu proses,
suatu moralitas yang memungkinkan kehidupan manusia diatur dengan baik
berdasarkan aturan-aturan hukum yang dibuat tersebut (the morality that

makes law possible).

10 Ishag, Metode Penelitian Hukum,Alfabeta, Bandung, 2017, him. 62.

11
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Fuller merupakan salah satu tokoh dalam aliran hukum yang
dikategorikan sebagai pemikir positivisme, seperti H.L.A. Hart, Dworkin dan

Kelsen. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu

agai aspek bahkan

demikian maka

QQ ‘ aka g pada akhirnya gagal
menciptakan ketertiba akat.
Fuller menemukan bahwa ada delapan hal yang menyebabkan sulit

terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Fuller bahwa

11 Khuzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di
Indonesia 1945-1990, Genta Publising, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran
Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, him. 69.

12 H.L.A.Hart, The Concep of Law, Oxford University Press, 1991, him. 91.

12
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persyaratan ini lah yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat
bekerja baik daam masyarakat. Kedelapan hal tersebut adalah :

1. Generality (Generalisasi);

mungkin);

(Konsisten di

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah
ia memenuhi delapan azas atau principles of legality berikut ini:
1. Generalitas undang-undang
Desideratum Fuller yang pertama berkaitan dengan ‘“‘generalitas

undang-undang”. Agar kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat

13 Arief Sidharta, Ethika Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan, Bandung, 2008, hm. 8.
4 Lon L. Fuller. Morality of Law, Yale University Press, New Heaven and Landon, 1964, him.39.

13
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menjadi tertib dan teratur, persyaratan mengenai eksistensi atau

keberadaan dari hukum adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditolak.

Dengan generalitas disini dimaksudkan bahwa dalam suatu sistem hukum

yang dibuat tersebut dapat diketahui oleh seluruh anggota masyarakat dan
karenanya dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap anggota masyarakat
tersebut.*®

Pernyataan Fuller dalam The Morality of Law, mengemukakakan

bahwa desideratum ke dua, yang dikemukakakn olehnya ini bukan suatu

15 Fuller, Loc.Cit, him. 65.
16 Gunawan Wijaya, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum, Jurnal,
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, VVol. V1. No. 1 Juli 2006, him. 23.

14
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hal yang mudah untuk dipahami dan dimengerti dengan mudah. Fuler
mengemukakan bahwa pengumuman adalah suatu keharusan, mengingat

bahwa dengan dilakukakannya pengumuman, maka orang dapat

pengumuman,
ebut  haruslah
dan
dengan

ntuk membaca,

&
&
Undang-undang ‘ 1k urut, kecuali misalnya dengan
tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penerapan
undang-undang sebelumnya, dan tidak boleh diberlakukan bagi undang-
undang yang bertujuan untuk memberikan sanksi pada anggota

masyarakat. Undang-undang dibuat hanya tersedia dan karenanya dapat

diketahui oleh anggota masyarakat setelah undang-undang tersebut

17 Perhatikan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

15
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diumumkan. Dengan demikian maka setiap anggota masyarakat dapat

melakukan suatu hal tertentu, dan dengan demikian tidak selayaknyalah

jika anggota masyarakat dihukum berdasarkan pada suatu undang-undang

undang-undang menjadi jelas, oleh karena dalam prakteknya aturan-aturan
yang dibuat tersebut akan diatur lebih lanjut secara lebih mendetail oleh
pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan, demikian juga jajaran hakim

memiliki kewajiban untuk meluruskan kembali dan menjelaskan kembali

18 Wayne Morrison, Elements of Jurisprudence, Kuala Lumpur, International Law Book Services,
1994, him. 180.
9 Fuller, Op.Cit, him.63.

16
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segala sesuatu yang kurang jelas tersebut.?® Fuller juga memberikan
contoh dari pandangan tersebut bahwa, dalam lapangan komersial hal-hal

tersebut memang masih dapat diserahkan pengaturannya lebih lanjut pada

atau tidak sejalan (inconvenience).
6. Undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap sistem hukum, pembuat undang-undang

selayaknyalah tidak membuat undang-undang yang tidak mungkin dapat

dilaksanakan atau dipenuhi. Dalam pandangan Fuller, desiderantum ini,

20 Morrison, Op.Cit, hlm. 389.
21 Lon. L Fuller, Op.Cit, him. 64.

17
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meskipun secara sederhana dapat dipahami dengan dimengerti dengan

mudah, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati,

oleh karena tiap-tiap orang memeiliki pandangan yang berbeda-beda

8. Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan
pelaksanaannya sehari-hari.

Mengkarateristikkan persamaan antara tindakan pejabat dan aturan

yang dideklarasikan merupakan unsur yang “paling rumit” dari semua

unsur moralitas internal hukum, fuller mengidentifikasi hal yang dapat

22 1pid, him. 70-71.

18
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“merusak” persamaan tersebut, yaitu : “interprestasi yang salah, hukum
yang tidak dapat di akses, kurang wawasan terhadap apa yang diperlukan

untuk memelihara integritas sistem hukum, penyuapan, prasangkaan,

g5 3 3
(o=
Fay
=
I

es). Suatu sistem

boleh membuat

;‘g\m@\tﬁ\

N
X
)

«Q
D

Q

3. Kegagalan .Q undang-undnagan yang berlaku
surut (retroactive leg . Q da aturan yang berlaku surut,
oleh karena aturan yang seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman
tingkah laku. Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak
integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan

datang kegagalan membuat aturan yang mudak dimengerti

2 1bid, him. 65.
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(understandable). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat di
mengerti;

4. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan

orang yang

tidak boleh

Pertama, menya nlﬁ pahas I1su penting mengenai isi
moral hukum. Kedua ‘ ena hanya. kegagalan total dalam salah satu
kriterianya menyebabkan tidak adanya sistem hukum, kegagalan parsial tidak
menimbulkan dampak besar, sehingga terlihat Fuller memiliki komitmen
pada ide bahwa keberadaan (atau tidak adanya) sistem hukum bersifat relative
dari pada mutlak. Ketiga, kriterianya tidak memiliki prinsip moral sama
sekali, karena ia kurang membahas bahwa sistem hukum harus melakukan

tugasnya dengan baik.

20
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E. Konsep Operasional
Konsep berasal dari bahasa latin, conseptus yang memiliki arti sebagai

suatu penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam

dorongan seksualnya.
b. Kebiri kimiawi merupakan Kkebiri yang tidak dilakukan dengan
mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat Kkimia

antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him. 132.
% Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, him.20.

21
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tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni
menghilangkan libido atau hasrat seksual ataupun kemampuan ereksi.®

3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.?’

T

*.;.
-
e
W

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisa, dan dilakukan pembedahan terhadap fakta-fakta hukum dalam

%6 http://health.kompas.com, diakses, tanggal 2 Agustus 2019.

27 Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Balai Pustaka,
Jakarta, him.246.

28 Yulies Tiena Masriani, Pengantar hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him. 72.

2% Hanny Ronosulistyo, Aam Amirudin, Seks tak Sekedar Birahi, Gernada, Bandung, 2004, him.
33.

%0 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

22
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menemukan suatu pemecahan atas permasalah-permasalahn gejala hukum
yang timbul.3!

1) Jenis dan Sifat Penelitian

penelitian Normatif.

ingin peneliti

eraturan terbaru

Obyek penelitian ini mengenai kebijakan reformulasi hukum pidana
dalam menetapkan sanksi tambahan atau disebut juga sanksi kebiri yang
mana menjadi sarana dalam mengurangi kejahatan phedofilia di Indonesia.
Yang mana menurut penulis kebijakan disini adalah suatu tujuan untuk

mencapai suatu yang ditetapkan bagaimana memberlakukan hukum

31 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 39.
32 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 13-14.
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tersebut, dan akan dibawa kemana hukum tersebut, yang mana nantinya

salah satu mata rantai dari perencanan pelaksanaan hukum dan menjadi

sumber landasan dalam penerapan dan pelaksanaan pidana.

nelitian ini

benelitian ini

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
f) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak.

24
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2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan

hukum data primer, seperti:

hukum atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak elektronik serta
buku-buku yang berkaitan dengan dengan penelitian hukum.
5) Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan
Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yang mana

analisis kualitatif ini menggambarkan dan menguraikan data secara

33 Ishag, Op.Cit, him. 68.
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deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas
tersistematis dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan,

2lakukan dengan cara

S Unpaantt ",

34 Burhan Ashaf, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him. 100.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

Aristoteles.®® Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan
konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang
didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan

istilah nomoi”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-

% Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005,
him. 1.
% Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judical Review, UIl Press, Yogyakarta, 2005,
him.1.
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17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh
absolutisme.

Secara embrionik, gagasan negara hukum yang telah di kemukakan

g oleh muridnya
a.>” Sejak dahulu
Aristoteles di
ukum menurut

musannya yang

mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam
polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia),
dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan

negara.®®

7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 2.
38 Moh. Kusnardi, Hukum Tata Cara Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, him. 153.
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Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara

yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan

idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.**
Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah

negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

%9 Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, him 166.
40 Moh. Kusnardi, Op.Cit, hlm. 153.

#1 Rozikin Daman, Op.Cit, him. 166.

42 M. Kusnardi, Op.Cit, him. 154.

43 Rozikin Daman , Op.Cit, him.166-167.

4 M. Kusnardi, Op.Cit, him.154.
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Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama,

pemerintahan  dilaksanakan  untuk  kepentingan umum;  kedua,

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada

Sehingga pemerintah maupun warga masyarakat sangat patuh terhadap
hukum yang diatur dalam suatu negara. Yang mana nhegara negara
menganut teori negara hukum atau rule of law.

Dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans kelsen yaitu:*’

% Ridwan HR, Op.Cit, him.2.
46 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Ul Press, 1995, Jakarta, him. 20-22
47 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2011, him. 234.
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1. Tujuan teori hukum seperti ilmu pengetahuan adalah untuk

mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.

2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuab mengenai hukum yang berlaku,

mendeskripsikan gejala itu”.*®

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah
“rechtsstaat”. Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah

the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.

8 Fred N. Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, him. 14-
15.

31



Notohamidjo menggunakan kata-kata ““...maka timbul juga istilah negara
hukum atau rechtsstaat”.*®

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan
rechtsstaat-atau government of law, sebagaimana Kutipan pendapat berikut
ini:

“polisi atau negara: mliter, tempat polisi dan prajurit memegang

pemerintahsdan ‘keadilan, bukanlah' pula negara Republik Indonesia

lalah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan

yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaa (machtsstaat)

tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-

Menurut pendapat Hadjon kedua terminology, yakni rechtsstaat dan
the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang
berbeda. Istilah rechtsstaat.merupakan-buah pemikiran untuk menentang
absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum
continental yang disebut civil law.-Sebaliknya, the rulrof law berkembang
secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law.
Walaupun ‘demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalkan
lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia.

Pengertian negara hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu negara

hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti materil, yang akan

didefenisikan oleh Bernhard Limbong, “Negara hukum dalam arti formal

4% Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya
Penangananya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina limu, Surabaya, 1987,

0 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982, him. 72.
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(sempit/klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jagan

sampai ada pelanggaran terhadap ketentaraman dan kepentingan umum,

seperti, yang telah ditentukan oleh hukum tertulis (undang-undang), yaitu

Penulis menyetujui definisi negara hukum yang disajikan oleh para
ahli, definisi teori negara hukum menurut pendapat penulis yaitu setiap
tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara pemerintah maupun

rakyat yang harus tunduk terhadap aturan-aturan perundang-undangan

51 Bernhard Limbong, Pengadaan Tananh untuk Pembangunan Rugulasi Kompensasi Penegakan
Hukum, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011, him.49.

52 Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan undang-undang Pasca Amandemen UUD,
Konpres, Jakarta, 1945, him. 23.
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yang berlaku atau undang-undang yang telah dikodifikasi. Yang sangat
tidak diperkenankan untuk melakukan main hakim sendiri, sehingga

semuanya harus berdasarkan aturan hukum yang telah berlaku disuatu

um, hukum

dah kepercayaan

ukum manusia

sebenarnya (unactually) adalah yang tidak diadakan langsung oleh
kekuasaan politik. Contohnya, seperti peraturan klab, dalil-dalil tentang
ilmu alam.>®

Terdapat empat ciri hukum positif dalam negara hukum, vyaitu,

perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Perintah adalah aturan yang

53 Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan
Tesis, Rajawali Pers, Depok, 2018, him. 4.
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harus dilakanakan, baik oleh warga negara maupun oleh pembentuk

hukum positif tersebut. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan

kepada seseorang yang mana telah memenuhi unsur unsur melakukan

Us akan harta, kekuasaan
dan gila kehorma eme h sewenang-wenang Yyang tidak
memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk
menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal
sekali sesuai dengan cita- citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin

negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

% Azhary, Op.Cit, him. 19.
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Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna
bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas

hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala

%

W

bahwasanya
segala sikap,
penguasa atau

negara harus

=08 GO0

arti dan makna

asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia
berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam
ketatanegaran Indonesia.>’

Pengembangan teori negara hukum di golongkan berdasarkan tradisi

hukum yang berlaku di dunia. Tradisi negara hukum didunia dibagi

% Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum , Angkasa Raya, Padang, him. 20.
57 Ibid, him.18.
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menjadi dua yaitu tradisi negara hukum Aglo Amerika dan tradisi negara

hukum Eropa Kontinental. Kosep Eropa Kontinental dikembangkan oleh,

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte.

hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk
memutus perkara yang sejenis.>®

Unsur-unsur pokok dari suatu negara hukum menurut F.J Sthall
yaitu, pertama pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

upaya untuk mengesahkan dan membenarkan serta segala upaya yang

%8 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him.
68.
% Ibid, hlm. 71.
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ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap Hak Asasi Manusia.
Kedua pemisahan kekuasaan neara berdasarkan prinsip trias politica.

Prinsip trias politica membagi kekuasaan menjadi tiga, lembaga legislatif

istrasi negara

hukum oleh

adanya pemisahan kekuasaa untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah
berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur), serta adanya
peradilan tata usaha negara.®*

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang

bertumpu pada system civil law, sedangkan the rule of law banyak

60 Ibid, hlm. 7-8.
61 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hm.122.
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dikembangkan di negara-negara dengan tradisi anglo-saxon yang
bertumpu pada sistem common law. Perbedaan kedua konsep tersebut

adalah bahwa pada civil law lebih menitikberatkan pada administrasi,

hukum apabila

Julius  Stahl

Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan peraturan;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Hukum diatur dalam rambu-rambu sebagai berikut :%°

%2 Hardjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina llmu, Surabaya, 1987, him. 82.

83 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
Refika Aditama, Bandung, 2014, him. 14.

4 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium Ul, Jakarta, 1996,
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1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (respects for the

rights and freedoms of others);

2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum (the

negara hukum dalam arti sebenarnya, yaitu meliputi:
1. Supermasi hukum (supremacy of law);
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law);

3. Asas legalitas (due process of law);

% Ibid
% Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, him. 62-63.
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4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar

(imitation of power);

5. Berfungsinya organ-organ negara yang independen, dan saling

Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam
pancasila.

Prinsip-prinsipyang dianggap ciri-ciri penting Negara Huku menurut
“the International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum;

67 1bid, him. 10.

41



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Terdapat dua belas prinsip-prinsip pokok Negara Hukum

gaknya satu

(The Rule

nsip supermasi

engan hukum

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas
legalitas dalam segala bentuk (due process of law), yaitu bahwa segala
tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-

undangan yang sah dan tertulis.
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4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaaan Negara dan organ-organ

Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara

untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan
oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent
and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini

mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan
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tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga,

baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang

(ekonomi).

dalam  sistem
Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusioa terhadap hak asasi manusia
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses
yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut

dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan

44



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

penghormatan dan perlindungan terhadaphak-hak asasi manusia

sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (democratische Rechtsstaat)

secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin
keadilan dan kebenaran.
B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Kriminal
1. Pengertian Kebijakan Kriminal
Kejahatan ataupun tidak pidana merupakan permasalahan sosial,

yang mana mengenai masalah ini telah banyak upaya untuk melakukan
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penanggulangannya.upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam
kerangka kebijakan kriminal (criminal policy). Yang mana secara

sederhana, kebijakan kriminal (criminal policy) adalah upaya rasional dari

Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal
terjadi perubahan-perubahan. Dalam hal proses perubahan menuju
kemajuan, maka hukum mempunyai fungsi:

a. Sarana kontrol sosial.

b. Sarana untuk melakukan social engineering” atau rekayasa

sosial.
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Pembangunan  nasional yang erat hubungannya dengan

pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan

nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain

Dari definisi Marc Ancel, hukum pidana modern terdiri atas hukum
pidana (criminal Law) yang merupakan penjelasan dan penerapan aturan
positif dimana masyarakat memberikan reaksinya terhadap fenomena
kejahatan. Kriminologi merupakan studi tentang fenomena kejahatanyang
dipandang dari berbagai aspeknya dan Penal policy (kebijakan kriminal)

yang merupakan ilmu sekaligus seni dimana kegunaan praktis yang
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menjadi tujuan akhirnya, guna memungkinkan aturan-aturan hukum positif

dirumuskan dengan baik dan sebagai penuntun bagi pembuat hukum juga

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang memberikan efek praktis

definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the national organization
of the control of crime by society”. ™ Sedangkan G.Peter Hoefnagels

mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan krimina antara lain:

88 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, him. 113-114.

59 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Perkembangan Penyusunan Konsep
KUHP Baru), Kencana, Jakarta, him. 3.

70 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him 153.
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1. Criminal policy is the science of response (kebijakan kriminal adalah
ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);

2. Crime policy is the science of prevention (kebijakan kriminal adalah

legislasi maupun

yang disediakan oleh kriminologi maupun pemeriksa subjek (pelaku) yang
mana, tindakan yang tepat/layak dari organisasi sosial untuk mencegah
kegiatan yang membahayakan atau merugikan. Dan perlakuan yang
diberikan kepada mereka yang telah membahayakan yakni apakah
terhadap pelaku harus diberikan peringatan, pidana pengawasan , atau

perampasan medis ataukah mereka harus mengalami penderitaan yang
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serius atas perbuatan mereka sendiri seperti perampasan hidupatau
kebebasan seperi pidana penjara.’*

Kebijakan kriminal menurut teori yang dikemukakan oleh G. Peter

al kejahatan;

bagian dari
ada khususnya,
arakat terhadap

annya (causes)

Dalam kerangka kebijakan tersebut pada akhirnya dihasilkan suatu
kebijakan berupa produk legislatif. Yang mana perngertian legislasi
menurut Anis lbrahim adalah suatu perbuatan hukum dalam rangka
melahirkan ~ hukum  positif ~ (dalam arti  hukum  perundang-

undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari

1 Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal, Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, him. 84-
85
2 |bid
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tahapan perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi,

pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk

hukum.’®
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diperhatikan. Sehingga dalam kebijakan legislator dalam menetapkan
peraturan sanksi tambahan kebiri jangan menggunakan hukum pidana
secara emosional untuk melakukan pembalasan semata. Kemudian hukum

pidana jangan dipakai hanya untuk mencapai suatu tujuan. Penggunaan

hukum pidana harus mempertimbangkan prioritas kepentingan pengaturan.

73 Salim Hs dan Erlies Nurbani, Op.Cit, him. 33.
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Politik krimina dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang

kejahtan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan
definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam
batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Struktur
hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegak

hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi

4 Barda Nawawi Arief, Loc.Cit.
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ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung daam sistem peradilan

pidana, yang terdiri atas kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, dan

lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya prosese

ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum.
Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat.
Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari
atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan

yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka
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sistem hukum akan kehilangan kekutannya, seperti ikan mati yang
terkapar di kerancangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan

(without legal culture, the legal system is inert- a dead fish lying in a

politik hukum

politik hukum

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”
Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik
hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat

keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa

75 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, him. 20.
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melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.’®

Pendapat diatas bertolak belakang dari pengertian sistem hukum
pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat
yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;

2. Suatu prosedur hukum pidana; dan

76 Ibid, hlm. 161.
" Barda nawawi Arief, Op.Cit, him. 25
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3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang

baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penaggulangan

dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau
dijatuhkan kepada pelanggar. 7

Dalam menanggulangi kejahatan dengan cara represif yang
menggunakan sarana penal atau sarana hukum pidana. Ruang lingkup

pelaksanaannya pun terbatas, yang mana untuk pendekatan penal harus

8 Barda Nawawi Arief , Op.Cit, him.32.
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diimbangi dengan sarana non-penal yang menggunakan upaya preventif.

Namun bukan berarti penanggulangan kejahata dengan hukum pidana

tidak penting, dalam penegakan hukum dan penaggulanan kejahatan tentu

Kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma
sentral dari masyarakat guna menanggulang kejahatan, tertuang dalam
politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
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Hukum pidana itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengatur hidup

masyarakat dan untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang

hendak memperkosannya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih berat

pasal dari undang-undang itu. Pencantuman sanksi pidana tersebut juga
dapat diidentifikasikan pada perundang-undangan yang substansinya
bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian. Dimana sanksi
pidana merupakan sanksi yang paling tegas dibandingkan sanksi-sanksi

bidang hukum lainnya. Semua ini tidak terlepas dari tujuan kebijakan

9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung,
2003, him. 17.
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kriminal yaitu untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

guna menaggulangi kejahatan.

Hukum pidana itu dibuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan

masyarakat juga akan menjadi aman dan tentram. Oleh karena itu dapat
juga dikatakan bahwa tujuan hukum pidana sama dengan tujuan kebijakan
kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat.

8 JB. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa, Prenhallindo, Jakarta,
2001, him. 91.
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C. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Negara

seseorang yang telah terbukti melakukan suatu kesalahan maupun
kejahatan melalui proses peradilan.

Pidana atau straf menurut prof. van Hamel:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara

sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang
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pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu

peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.8!

Menurut Prof. Simon, pidana atau straf itu adalah:

nidana telah dikaitkan

arto, perkataan

penghukuman,

disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang
kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.
Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence

atau vervoordeling.®®

8 P.AFF Lamintang da Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2012, him. 33.
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Berdasarkan analis dan paham penulis, karkteristik pidana selalu
kepada penyiksaan atau menderitakan, yang mana sekurang-kurangnya

tidak mengenakan sistem hukum, contohnya pidana denda. Menurut

WAL

g
=
g
g
&

3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan
dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa barat dan
amerika utara.

4. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan

kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut

84 Eddy Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, him.
385-386
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sudah sesuai dengan tujuan daripemidanan itu sendiri. Apakah

pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Di Indonesia sangat penting untuk melakukan pelaksanaan pidana

5. la diberikan kepada pelanggar yang teah meakukan kejahatan, dan
ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan
berauan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifkan

dalam etika;

8 Laden Marpung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar grafika, Jakarta, 2005, him. 111.
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6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan
kejahatan, dan diperbuat atau diringankan dengan melihat

personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.

’! dengan ringan

“
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melakukan pidana kepada pelaku maka akan timbul ketakutan kepada
masyarakat untuk melakukan pidana. Melindungi masyarakat, yang mana
akan menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan
hukum. Sehingga dengan adanya hukuman tersebut untuk mencegah
penjahat mencederai lebih lanjut ataupun mencegah seseorang untuk

melakukan tindakan yang serupa.
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Sehingga dengan sanksi pidana merupakan salah satu cara yang

digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana, terkait hal

tersebut terdapat teori pemidanaan, yaitu :

aukan pada

2 E
QD
=
a
2
3

\%\i\\

'u, ia pecattum est”

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi

pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri .8
Penulis ingin membandingkan persamaan dan perbedaan atas

pendapat yang dikemukakan diatas, pertama perbedaan, menurut L.J

Van Apeldoorn menitik beratkan analisanya tentang teori absolut bahwa

8 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2016, him. 111.
87 L.J Van Apeldoorn, Pengantar ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, him.343.
8 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002, him.50
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hukuman dijatunkan semata-mata karena adanya orang membuat

kejahatan. Menurut Muladi menitik beratkan analisanya tentang teori

absolut tentang pembalasan. Kedua persamaan, dari kedua pandangan

kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.
Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus

mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar
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disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan
sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.®

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

D

sebagai alat untu mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah

menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.%

Mengenai teori tujuan terdapat tiga teori yaitu:

8 A. Fuad Usfa, Pengantar hukum pidana, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, him.
145.

% Roni Wiyanto, Op.Cit, him. 114

%1 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit, him. 143.
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1) Untuk menakuti, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara,
sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori

itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan

.q ah kuman harus mendidik
penjahat menjad . g baik dalam pergaulan dan
impactnya terhadap masyarakat pun akan timbul. Dengan demikian
bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan,
namun lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang lebih

bermanfaat.

92 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, him. 154
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c. Teori Gabungan
Menurut hemat penulis teori ini merupakan teori kombinasi. Teori

gabungan merupakan teori yang menggabungkan teori absolut dengan

Karenanya, timbul keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut.
Teori retributif dibedakan menjadi dua teori, yaitu teori balas
dendam yang mana dilakukan untuk pembalasan semata dan teori yang

kedua dimana hanya dengan pidana penderitaan atau pemidanaan

seorang pelaku akan kejahatan dapat menembus dosanya, teori ini

9 Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Op.cit, him 144
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sering disebut dengan teori insyaf.®® Deterrence (pencegahan)

mempunyai dasar premis bahwa pemidanaan yang mengakibatkan rasa

sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan

Berdasarkan ketentuan akan penulis uraikan jenis dan bentuk sanksi
pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan di luar KUHP sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati;

% Erdianto Effendi, Op.cit, him 144
% Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010, him 81.
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2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;

4. Pidana Denda.

disentrum listrik, disuntuk, hingga ditembak mati. Dalam penerapan

pidana mati banyaknya perbedaan pendapat dikalangan para ahli, yaitu
ada pihak yang menyetujui pidana mati dan ada pula pihak yang
mengecam penjatuhan pidana mati. Menurut hemat penulis sendiri

mengenai pidana mati ini apakah nantinya masih relevan untuk

% Muhammad Nurul Huda, Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan hukum
Pidana, Uir Press, 2012, Jakarta, 2012, him. 115.

71



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dipertahankan di dalam hukum pidana Indonesia masalahnya harus

dinilai sesuai dengan falsafah pancasila. Dan dalam pidana mati ini

bersifat sangat mutlak apabila hukuman telah dijalankan maka tidak ada

Yang nantinya

tata tertib di

karena culpa ataupun delik-delik yang dilakukan secara tidak disengaja.
Yang mana lama kurungan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan,
sedangkan pidana penjara maksimal 20 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk

mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan
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pembayaran sejumlah uang tertentu. Maksimum pidana denda adalah
Rp.0,25x15. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan

ditentukan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan daam Buku 11

.@.

dijatuhi hukuma

yaman dengan penjatuhan hukuman yang lain.
Penulis juga akan menjelasakan dibawah ini mengenai pidana
tambahan yaitu :
a. Pencabutan hak-hak tertentu
Pencabutan berupa hak-hak tertentu merupakan pidana tambahan

yang sifatnya adalah sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi
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dengan pidana penjara selama seumur hidup. Yang mana pidana
tambahan ini ditentukan dalam pasal 35 KUHP:

1. Pencabutan hak memegang (memangku) atas pada umumnya atau

a"R_; .

Yang mana perampasan barang-barang tertenu diatur daam pasal 39

KUHP, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat

dirampas.

9 Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan

dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam

43 KUHP, yang berbunyi:
“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainya,

% Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
% Roni Wiyanto, Op.Cit, hlm. 147.
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maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah

itu atas biaya terpidana.”%

Tujuan pengumuman putusan hakim ini adalah sebagai usaha

€ 3

=
g
d
v
lios
[
&

Aberation tahun 1925. Paraphilia adalah sekelompok gangguan yang
mencakup Kketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau
aktivitas seksual yang tidak pada umumnya.'°? Beberapa jenis

penyimpangan seksual paraphilia adalah sebagai berikut:

100 pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
101 Yustinus Semium OFM, Kesehatan Mental 2, Kanisius, Yogyakarta, 2006, him. 49.
102 Gerald C. Davison, dkk, Psikologi Abnormal, Raja Grafindo Persada, 2010, him. 621
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a. Eksibisionisme adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ
kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam

beberapa kasus, orang dengan eksibisionisme juga suka melakukan

sendiri atau

seorang pria

h atau kelamin

d. 5 seksual dengan
eberapa pendapat

a berusia diatas 16

si anak yang dijadikan

e. Masokisme adalah istilah yang digunakan untuk kelaianan seksual

tertentu, namun juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan
seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh
dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau

dengan diri sendiri.
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f. Sadisme seksual adalah seorang individu sadism mencapai kepuasan
seksual denganmenyakiti orang lain.

g. Voyeurisme adalah paraphilia dimana seseorang menemukan

gan mengintip orang yang
S TS N R
% gan laki-laki

LN

ALY

orban, yang dapat
' yang dap

dewasa ini, anak-e ampe : , atau dijarah harkat
kemanusiaanya, atau diperlakukan layaknya binatang yang diekspoiltasi
khususnya secara seksiologis. Dalih kelainan seksual tersebut
dikedepankan orang dewasa untuk menjadikan anak-anak sebagai

mangsanya korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan.

198 Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal), Adhitya
Andrebina Agung, Jakarta, 2015, him. 633
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Tuntutan pemenuhan kepuasan nafsu yang tidak wajar diajukan sebagai
pembenar dengan cara menjadikan anak-anak sebagai obyek pelampiasan.

Kekerasan jarang menjadi bagian dalam pencabulan tesebut
meskipun.hal itu dapat. terjadi, seperti-yang kadang menarik perhatian
orang dalam berbagai berita besar di media. Namun, meskipun sebagian
besar pedofil tidak melukai korbannya secara fisik, beberapa diantaranya
sengaja menakut- nakuti si anak dengan, misalnya, membunuh hewan
peliharaan si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak
melapor kepada orang tuanya.*®

Secara sekilas praktek pedofilia di Indonesia banyak diidap oleh
kaum laki- laki. Terkadang aktivitas seks yang dilakukan oleh para pedofil
sangat bervariasi. Misalnya dengan menelanjangi anak, perbuatan
eksibisionistik dengan, memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-
anak, memanipulasi tubuh anak-anak (membelai, mencium, menimang,
dan sebagainya), melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama
dengan anak, bahkan jenis aktivitas seksual lainnya termasuk stimulasi
oral pada anak, penetrasi.pada mulut anak, vagina ataupun dengan jari,
benda asing atau bisa jadi penis.'®

Beberapa kriteria yang termasuk pada pedofilia adalah:®2

1) Minimal 6 bulan secara berulang, intens terhadap fantasi seksual,
dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual
terhadap pra-remaja atau anak-anak (umumnya usia 13 tahun atau
lebih muda).

2) Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenakan faktor 5

104 Gerald C. Davison, Op.Cit, him. 624.
105 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, 2009, him. 253.
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tahun lebih tua atau usaha untuk menghilangkan stres dan kesulitan
pribadi pada dirinya.

3) Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari
pra- remaja atau anak-anak dalam tindakannya.

Perilaku.seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan
memuaskan “hasrat diri sendiri maupun komersial, dapat memberikan
pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut
memiliki pandangan' yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan
dengan seks dikarenakan pengalaman yang dialaminya. Berpedoman pada
penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Donleary atau Goodwin
(1989) yang menyebutkan tindakan tesebut terbanyak dilakukan di
lingkungan keluarga.

Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani
fenomena pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6
Masehi. Penjantanan ini dikaitkan 'dengan proses spiritual kepercayaan
masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses
spritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di
budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita mengganggap
wajar fenomena warok dan gemblak. Fenomena warok dan gemblak
menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada
anak-anak dibawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok dan
gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan
adanya kekuatan supranatural di balik perilaku tersebut. Praktik warok

terhadap gemblak disebut sebagai proses penjantanan, yaitu hubungan

erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki diluar keluarga dekat.
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Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya
relativisme moral pada suatu budaya lain karena adanya relativisme moral
pada suatu budaya dianggap wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap
baik dan.di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh
penjantanan tersebut menunjukkan kesamaan, yaitu praktik seksual yang
dilakukan orang dewasac-kepada anak-anak dibawah umur, dan adanya
belief spiritualitas dalam bentuk erotisme.®

Di antara kasus yang sudah pernah terjadi, pelaku pedofilia banyak
yang sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamuflase yang
dilakukan untuk menutupi kelainan seksualnya. Dengan memanfaatkan
kepolosan anak- anak, para pelaku pidana pedofilia mendekati korbannya
dengan menjadi teman atau pendamping yang baik bagi anak dan bahkan
kebanyakan pedofilia, bekerja di sebuah sekolah atau daerah lain yang
melibatkan anak-anak sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon
korban. Selain itu, upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah
dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang biasa menarik
perhatian sehingga 1a mau menuruti-@pa yang diinginkan oleh pelaku
bahkan dengan ancaman untuk mendapatkan kesenangan seksual.

2. Klasifikasi Phedofilia

Dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung,
Teddy Hidayat menilai pengidap pedofilia sulit untuk disembuhkan.

Menurutnya, dorongan birahi yang lebih kuat kepada anak laki-laki, mamu

1% Ratih Prabowisi dan Daud Bahransyaf, pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan
Perindungan Terhadap Anak Jurnal Sosio Informa, Volume 01 Januari-April, 2015, him. 33.
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mengalahkan niat pengidap homoseksual pedofilia untuk disembuhkan,
secara umum pedofilia kecil kemungkinan bisa kembali lagi (normal). Ada

beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan perilaku

3) Agressive Pedophiles
Pedofilia tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di
lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban,

bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban, bahkan
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tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.°’

3. Ciri-ciri Phedofilia

Ciri-ciri phedofilia adalah sebagai berikut:

mengalami perlakuan seks yang salah pada masa kanak- kanak,
memiliki hubungan terbatas dengan teman sebaya, dan memandang
anak sebagai objek, proyek, dan hak milik

3) Berkaitan dengan cara yang digunakannya, pedofilia mempunyai cara

yang halu, terencana, dan cerdik didalam mendekati, menjaga, dan

107 Muhammad Asmawi, Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya, Darussalam Offset,
Jakarta, 2005, him. 95.
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melecehkan anak. la juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan
mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak.
4) Berkaitan dengan korbannya. Ada kecenderungan pedofilia menyukai

tahu G al anak yang menjadi

<> Vet 'g..

\%‘é
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a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan
ketidak mampuan penderita menjalin relasi heterososial dan
homososial yang wajar;

b. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan

perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan

108 Adria Rosy Starinme, Paedofilia di Bali : Dewa Penolong atau Pencelaka, Inside Media,
Yogyakarta, 2005, him. 57.
109 Muhammad Asmawi, Op.Cit., him. 95

84



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perkembangan moral;
c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya

tatanan etika dan moral.

menyenangkan secara seksual pelaku di masa lalunya yang serupa dengan

tindakan pedofil. Seorang tersangka kasus pelecehan seksual di JIS (Z)
mengungkapkan, bahwa ia pernah menjadi korban sodomi yang dilakukan
oleh William James Vahey. Menurut Edwin M Lemert, seseorang menjadi
orang menyimpang karena proses melabeli berupa julukan, cap, dan merk

yang ditujukkan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Mulanya
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seseorang akan melakukan penyimpangan primer yang mengakibatkan
hidup menyimpang dan menghasilkan karir menyimpang. Z merupakan

korban dari William James kemudian karena ia merasa terlabeli secara

Faktor kemiskinan di Indonesia yang Kini semakin buruk membuat
anak- anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan

ekspoitasi.

110 Nurjana, 1., dkk., Pelecehan Seksual pada Anak: Studi Analisis Wacana Kritis,
http://prezi.com/czxhwigy0017/pelecehan-seksual-pada-anak, diakses pada tanggal 22
September 2019

111 Muhrisun Afandi, Faktor Penyebab Pedofilia di Indonesia, http://
tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7423-faktor-penyebab-pedofilia-di-indonesia.html, diakses
pada tanggal 22 September 2019
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BAB 111
PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Pembentukan Sanksi Kebiri

etapi juga kepada

kepada para

jawab. Sedangkan menurut pendapat Van Hamme menyatakan bahwa
kejahatan adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang,
yang mana bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan

kesalahan.*?

112 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, him.80.
113 SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Grafika, Jakarta,
2002, him.205.
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Konsep kebijakan penanggulangan hukum pidana yang penulis ambil
berdasarkan Barda Nawawi Arief bahwa segala usaha yang rasional untuk

menanggulangi kejahatan, harus merupakan satu kesatuan yang terpadu.

hukum pidana

kejaksaan dan
hukum pidana

.'Q , . i/ pembaharuan hukum
untuk menciptakan pera ‘ : faup enambah/revisi peraturan lama.
Salah satu peraturan hukum pidana yang merupakan hasil reformulasi adalah
undang-undang perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka
penanggulangan kejahatan phedofilia telah membentuk beberapa produk

hukum mengenai perlindungan anak diantaranya Undang-Undang Nomor 23

114 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, him. 34.
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pada

tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Perlind : Iraia ) latar belakang

diadakannya An meng ‘- ; -L t , terkait kekerasan

seksual ya

'Q@ aku.dikarenakan kejahatan sudah
sengat mengancam ke ‘ 0 tumbuh kembang anak, serta
dampak yang diakibatkan menjadi trauma seumur hidup bagi anak korban
dan membuat kecenderungan korban untuk menjadi pelaku dikemudian hari”.

Ini yang menjadi konsep berpikir pemerintah Republik Indonesia dalam

menanggapi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang mana dari

penjelasan umum tersebut menggunakan konsep efek jera. Sehingga bentuk

115 AndikaWijaya dan Wida Peace ananta, Op.Cit, him. 139
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keseriusan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tetang Perlindungan Anak pada

tanggal 25 Mei 2016.

hidup, tumbubh,
ekerasan dan

ndang Dasar

ningkat secara

anak, merusak

sehingga perlu mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

118 1hid.
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d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Phedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam
kategori paraphilia. Yang mana paraphilia mengacu pada sekelompok
gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak
biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa. Secara umum phedofilia
merupakan kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang

memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Phedofilia tidak merujuk
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pada pelaku laki-laki namun juga pada pelaku perempuan.!!’ Pedofilia juga
merupakan suatu penyakit/gangguang kejiwaan yang mana memiliki

ketertarikan untuk melakukan aktivitas seksual terhadap anak di bawah umur.

itu ditetakan menuai pro dan kontra, yang langsung disebut dengan
sebutan Perppu kebiri. Namun dengan berjalannya waktu akhirnya Perppu
tersebut telah dijadikan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

tentang Perlindungan Anak.

117 Siska Lis Sulistiati, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia,Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hIm.76-77
118 |bid

92



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

118 pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

ngani p atau dilakukan oleh

."‘ “\E\\“ .@ dananya ifambah 1/
ari 3 !@’ 1d pada ayat
bl

\\‘.

25 B8

. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan
berupa pengumuman identitas pelaku.

7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat

pendeteksi elektronik.
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8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan

bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu

pelaksanaan tindakan.

N, penjelasan

Pengganti

yang bersifat
orang dilarang
ditentukan oleh

Menurut

o
I
ntu
o)
w
o
o
gy

b. Unsur melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-Undang
Perlindungan Anak , yang berbunyi: “setiap orang dilarang
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

120 perppu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedu atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

121 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika, Jakarta,
2016, him. 181

122 Muljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, him.76.
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Penulis mengutip dari buku Soesilo yang menerangkan
mengenai pengertian melakukan kekerasan adalah menggunakan

tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah,

miliar rupiah).
2) Pasal 81 ayat 2

Dalam ketentuan pidananya Pasal 81 ayat (2) sama dengan
Pasal 81 ayat (2) namun yang membedakannya adalah jenis

perbuatannya, dimana Pasal 8layat (2) berbunyi: “setiap orang

123 R, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, him. 98.
124 1bid, him. 209.
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dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain”.

@
R

muslihat,

.

<
v
=

melakukan

o
@
3
)
QD
]
=
c
°
QD

RtV ATRNNN

apabila mengetahui jalan cerita sebenarnya orang tersebut tidak
akan mau melakukan demikian. Apabila memenuhi salah satu dari
ketiga unsur tersebut dapat dikenai Pasal 81 ayat (2) tersebut.
3) Pasal 81 ayat 3
Pasal 81 ayat (3) secara rinci menjelaskan menyebutkan :

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,
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pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu

orang secara bersama-sama.

thaNa

dalam garis

g memberikan

tasan

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

125 Ljhat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

126 _jhat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

127 jhat Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

128 Bandingkan dengan pengertian anak asuh dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
Perlindungan Anak
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kekhususanya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan.!?®

f. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang

menunjang

ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat

(1).

129 Ljhat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

130 | jhat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

131 | ihat Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
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4) Pasal 81 ayat 4

Pasal 81 ayat (4) memuat ketentuan pidana yang sama

dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3), yaitu pidana penjara ditambah

c. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan
luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Dalam pasal 81 ayat (5) ini termaksud kedalam delik materil.

Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan
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ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh

undang-undang.

6) Pasal 81 ayat 6

pahan  berupa
dalam pasal 81

memaksa. Hal

(5) dapat dijatukan tindakan pidana berupa kebiri kimia dan alat
pendeteksi elektronik. Yang mana berdasarkan penjelasan dari
Pasal 81 ayat (7), dengan melakukan pemasangan alat pendeteksi
elektroni nantinya dapat mengetahui keberadaan mantan

narapidana.
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Dalam Pasal 81 ayat (7) mengatur bahwa pengenaan tindakan
berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik itu

hanya dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan yang merupakan

: “tindakan

bersama-sama

mengenai aturan

ekteksi elektronik.

pidana tambahan disini adalah pengumuman identitas pelaku (vide
Pasal 81 ayat (6)), sedangkan yang dimaksud dengan tindakan
adaah kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (vide
Pasal 81 ayat (7)).

Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri Kimiawi dan

pemasangan alat pendeteksi elektronik yang terkandung pada pasa
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81 ayat (7) dapat dijatuhkan terhadap peaku kejahatan kekerasan
seksual yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam

Pasal 81 ayat (9) memberi pengecualiaan terhadap pidana

sebagali berikut :

1. “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7)
dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan
dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial,

dan kesehatan.

3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

tahun, dan penjatuhan kebiri tersebut akan di laksanakan setelah
terpidana menjalani pidana pokok.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (8), tindakan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (7) diputuskan secara
bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat
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pendeteksi elektronik dikenakan jangka waktu paling lama 2 (tahun).
Dalam Pasal 81 ayat (8) bahwasanya pengenaan kebiri kimia dan

pemasangan alat pendeteksi elektronik harus diputus secara bersama-

' o
‘-* Q‘! atan menjalani
o
yoton 1asa penahanan, dan

b. Perbuatan cabul

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan
anak berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*®2

132 pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
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“Dalam pasal ini perbuatan cabul adalah perbuatan yang
dilkukan oleh orang dewasa yang dilakukan terhadap anak dibawah

umur untuk melakukan perbuatan yang senonoh atau bertentangan

ing singkat 5

n dan denda

pada ayat (1)
g mempunyai
kependidikan,

dilakukan oeh

%‘5"%‘\ ,

AN
-
=
[a}]
5
2
o
e}
[ab]
o
[ab]
o
=4

penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan
kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luk

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya
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fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

han berupa

(2) sampai

shabilitasi dan

) diputuskan

jangka waktu

Perlindungan Anak, yang mana pasal ini bersifat imperatif,
dibuktikan dengan keberadaan kata ‘dilarang’ pada rumusan Pasal
76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian,

perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 82

133 pasal 82 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Anak.
13 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op.Cit, him.195.
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ayat (1) terletak pada perbuatan yang melawan ketentuan imperatif

pada Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 82 ayat 1 terkandung

‘Perbuatan cabul’.

a. Unsur perbuatan pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) antara
lain:
Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
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membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul.

b. Unsur setiap orang (yang merupakan unsur subjek/pelaku);

Pidana, Serta

Pasal, Soesilo

2) Pasal 82 ayat 2
Ketentuan yang terkandung pada Pasal 82 ayat (2) ini sama

dengan yang terkandung pada Pasal 82 ayat (1) mengenai Pasal
76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mana bedanya

terletak pada unsur si pelaku. Dalam Pasal 82 ayat (2) merupakan

1% R, Soesilo, Op.Cit, him. 212.

109



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang, yang

mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau

Pasal 82 ayat (1). Yang mana unsur perbuatan pelaku yang
terkandung dalam Pasal 82 ayat (2) seharusnya merupakan orang-
orang yang melakukan perlindungan terhadap anak dan melindungi
hak-hak anak terhadap kejahatan seksual. Sehingga Pasal 82 ayat

(2) melakukan pemberatan terhadap pelaku tersebut.
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3) Pasal 82 ayat 3

Dalam Pasal ini mengatur mengenai orang-orang Yyang

melakukan kembali kekerasan seksual (residivis) sebagaimana

hukum daam

ndang-Undang

f‘«g\?a\\ta\ -

8
<«

meninggal dunia, maka pidanya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari
ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

Unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana tercantum pada
Pasal 82 ayat (4) antara lain sebagai berikut:

a. Setiap orang;

111



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
Undang-undang Perlindungan Anak;

¢. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan

"h

\\“

menyebabkan
atan tersebut

ai unsur dalam

305 B L3 e

5) Pasal 82 ayat 5
Pasal ini membahas mengenai pengenaan pidana tambahan
terhadap perbuatan pidana yang mana diatur dalam Pasal 82 ayat
(1), 82 ayat (2), 82 ayat (3), dan 82 ayat (4), yang mana mengenai,

pengumuman identitas pelaku.

136 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op.Cit, him. 199.
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6) Pasal 82 ayat 6
Yang mana pasal ini bertujun untuk memberi efek jera untuk

mencegah komprehensif terhadap kekerasan seksual terhadap anak

1a dimaksud

dana pokok

a tegas bahwa

n Pasal 82 ayat

. Pelaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah
pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur

dengan Peraturan Pemerintah.”
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1.

Penjelasan dari Pasal 82 A yang dapat penulis pahami ialah :
Pasal 82 ayat (1) menentukan bahwa penjatuhan pidana berupa

tindakan sebagaiman Pasal 82 ayat (6), yaitu rehabilitasi dan pemasangan

akukan setelah

at (1) justru
abilitasi dan

akukan selama

b. Pidana Seumur Hidup
c. Pidana Penjara

a) Maksimal 15 (lima belas) tahun minimal 5(lima) tahun penjara

b) Maksimal 20 (dua puluh) tahun minimal 10 (sepuluh) tahun

penjara. Yang mana tindak pidana yang mengakibatkan korban
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luka berat, gangguan jiwa, terganggu/hilangnya fungsi reproduki,

dan/atau korban meninggal dunia.

d. Pidana denda : Maksima denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar

Perlindungan Anak untuk menjamin kepastian. Sebelum Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak keluar, pemerintah
terlebih dahulu mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 20016 yang dikenal
di media dengan sebutan Perppu kebiri, yang secara resmi ditandatangani

oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016.
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Unsur pokok dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan
Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang,: yang, mana berdasarkan aturan yang
ditetapkan oleh Presiden, dan hal ihwal kegentingan memaksa. Yang mana
hal ihwal kegentingan memaksa adalah hal yang penting serta unsur yang
sangat penting dan mutlak harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan yang mana Peraturan
pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyar
dalam Persidangan selanjutnya. Oleh karena itu apabila Perppu ini tidak
disetujui- oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah
tersebut harus dicabut, sebagaimana terkandung dalam ayat 3 Pasal 22
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun secara mendasar Presiden berhak mengeluarkan Perppu
dikarenakan ikhwal“kegentingan “memaksa yang mana dalam bentuk
penilaian subjektif Presiden atas peristiwa tertentu, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang harus mendapatkan Persetujuan dari dewan
Perwakilan Rakyat, yang mana akan dibahas pada persidangan berikutnya.
Sehingga apabila Perppu tersebut tidak mendapatkan persetujuan oleh
Dewan perwakilan Rakyat (DPR) maka Peraturan tersebut dapat dicabut.

Kewenangan DPR dalam persetujuan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) jo
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Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana bertujuan sebagai alat
kontrol agar Presiden dengan tidak mudahnya menafsirkan kegentingan

memaksa berdasarkan kepentingan Presiden. Sehingga tidak mendasari

1or 1 Tahun
da saat itu
Perppu, atau

ingga apabila

N

FABANEY

Perppu perlindungan anak, tidak berhubungan dengan darurat perang atau
darurat sipil. Akan tetapi keadaan darurat internal hanya berdasarkan
penilaian subyektif.

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sebuah pers pada tanggal

10 Mei 2019 menyatakan bahwa kejahatan terhadap anak merupakan

kejahatan luar biasa, Presiden Joko Widodo mengharapkan supaya
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penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen baik dari pemerintah

maupun masyarakat. Sehingga keluar Perppu kebiri menanggulangi

kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.**’

Asasi Manusia.
Keadaan darurat sipil dan darurat militer berdasarkan Undang-
Undang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan

Bahaya :

137 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op.Cit, him. 159.
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a. “keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau disebagian
wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan,

kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan

ALY

k berdasarkan
pada ikhwal
2 UUD 1945

k menerbitkan

AT AEN

yaitu:

a. “Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang;

b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga

terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak

memadai.
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c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara
membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang

” yang mana
hal fenomena
mengeluarkan

merupakan hal

5 2 F

merujuk pada
hingga penulis

tanaa

tidak terpenuhi

A LV S M E

=5
t‘fi

Perppu sebagai

iy disay yejepe il udwnyo(]
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mengambil penetapan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang
ditetapkan oleh Presiden yang mana kita kaji dari segi sosiologis dan
yuridis bahwa dengan alasan hal ihwal kegentingan memaksa. Dilihat dari
segi sosiologis, bahwa menginggat kuantitas kasus kekerasan seksual

terhadap anak semakin merajalela yang sangat mengancam dan tentunya
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ISJIAIU

nery we[sy sej

membahayakan jiwa anak. Sedangkan secara yuridis dianggap hukum

hukum terdahulu belum memberikan efek jera dalam mencegah kekerasan

seksual terhadap anak.

700 656
600 561
500 412
400 324 343
300 216 247 218
200 123 157 g 120
o -
o
2011 2012 2013 2014 2015 2016
@ Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual @ Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
Sumber: Komisi Perlindun: gan Anak Indonesia Infografik: Rangia‘

Data KPAI Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual
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Khusus kekerasan seksual terhadap anak yang penulis ambil dari
data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan

menurut, korban kejahatan seksual terhadap anak yakni:

;. pa

o
o
g
[
nar

QAN Y
R, 2

Namun menurut penulis hal ini tidak sejalan dan sangat tidak
berdasar dengan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan kebijakan
pemerintah akhirya mengeluarkan Perppu, yang mana dapat kita lihat
sendiri dari data kekerasan seksual terhadap anak yang telah terjadi dari
tahun 2011 sampai 2016 mengalami penurunan angka kasus kekerasan

seksual.
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Pada tahun 2014 jumlah kasus kekerasan seksual memang
meningkat tajam, namun pada tahun 2014 pemerintah akhirnya
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan pertama
dari Undang- Undang Nemor 23 Tahun2002 tentang. Perlindungan Anak,
sehingga dapat menurunkan jumlah kekerasan seksual ke tahun
berikutnya. Kebijakan- cpemerintah ssebagai alasan menekan angka
kekerasan seksual dan karena hal ikhwal kegentingan memaksa dalam
menetapkan kebijakan Perppu kebiri dianggap tidak tepat. Karena yang
menjadikan dasar negara dalam menentukan darurat kejahatan seksual
tersebut harus mengarah kepada angka kekerasan seksual terhadap anak
yang menunjukan angka kekerasan seksual terhadap anak semakin
meningkat. Sehingga kebijakan tersebut bertolak belakang dengan data
yang telah didapat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pemerintah beragumen bahwa kasus kekerasan sudah dalam tahap
darurat dan penjara dianggap tidak memberi efek jera kepada pelaku
kekerasan seksual. Sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Perppu
yang mana dianggap dapat mencegah.dan memberikan efek jera terhadap
kejahatan seksual terhadap anak.

Untuk pertama kalinya di Indonesia hukuman kebiri dijatuhi oleh
Majalis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto terhadap Muh Aris Bin
Syukur (20 Tahun), Terdakwa kasus Pemerkosaan Sembilan anak sejak
2015 di Mojokerto namun polisi baru berhasil meringkus Aris pada

Oktober 2008 setelah aksinya terekam pengawasan CCTV, Aris
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dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan. Pengadilam memutus Aris
bersalah melanggar Pasal 76 D junto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang
Republik indonesia Nomor 17 Tahun.2016 tentang.Perlindungan Anak,
yang mana pemuda tukang las itu dihukum selama 12 tahun dan dendan
Rp 100 juta subsider_6-bulan kurtngan, .Selain itu Aris juga dikenakan
hukuman tambahan berupa kebiri kimia.*3®

Putusan tambahan yang dijatuhkan kepada Aris menuai pro kontra
dan bagaimana Pelaksanaan putusan tambahan kebiri tersebut, dikarenakan
belum ada aturan secara jelas bagaimana cara pelakasanaan penetapan
penjatuhan saksi kebiri tersebut. Komnas HAM mendesak Presiden Joko
Widodo segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 TFahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejak awal Komnas
HAM telah melakukan penolakan terhadap Perppu tersebut, karena
beralasan tambahan hukuman kebiri tersebut telah bertentangan dengan
Hak Asasi Manusia“dan.juga . merendahkan martabat pelaku, dan juga
martabat penegak hukum dan keadilan.'® Ikatan Dokter Indonesia (I1DI)
secara tegas menolak menjadi esekutor hukuman tambahan kebiri terhadap

terpidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dikarena

138

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosan-sembilan-

anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia, diaskes tanggal 31 Agustus 2019.
139 https://www.kompas.tv/article/53310/langgar-ham-dan-dianggap-tak-timbulkan-efek-jera-
komnas-ham-tolak-hukuman-kebiri-kimiawi, di akses tangga 31 Agustus 2019.
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bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran. yang mana dokter

memberikan penyembuhan bukan melainkan memberikan penyiksaan.

Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni

Korea Selatan, Korea selatan menjadi negara pertama di Asia yang
melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011.
4. Maldova, pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah moldova mulai

memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

140 Supriyadi Widodo Edi Yono, Dkk, Op,Cit, him. 10.
141 |bid
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5. Estonia, pemerintahan Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri
secara kimia pada tanggal 5 juni 2012.

World Rape Statistic membuktikan bahwasanya Hukuman Kebiri

Q@‘

penjeraan, dan peny

kejiwaan dan psikis pelaku yang juga harus diperhatikan dengan cara
therapy.

Apabila kebijakan kebiri tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan
mindset pikiran pelaku dengan pemberian terapy, bisa saja pelaku akan

tetap melakukan kejahatan. Sehingga menurut penulis kebijakan kebiri ini

142 1pid, him. 21-22.
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sangat tidak efektif, karena pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih

akan berpotensi melakukan kejahatan apabila kondisi mentalnya tidak

diobati. Karena phedofilia itu yang sakit adalah jiwanya maka apabila

situasi yang terjadi dalam masyarakat yang mana pelaku kejahatan tersebut
cenderung meresahkan dan menggangu keamanan dan kenyamanan.
Kekerasan seksual sangat disayangkan terjadi terhadap siapa pun,
apalagi yang menjadi korban adalah anak yang mana dapat menyebaban
rusaknya masa depan anak dan terganggu jiwa anak. Kejahatan kekerasan

seksual terhadap anak ini sudah sangat masif terjadi. Sehingga Negara
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menetapkan darurat kejahatan seksual di Indonesia. Sehingga Pemerintah
mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 20016 tentang Perlindungan Anak mengenai sanksi

tambahan

berdasarkan nilai nilai yang sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofis, dan
sosial kultural.

Kebijakan hukum pidana terbagi atas tiga bagian, kebijakan
pembentukan (formulatif), yaitu tahapan penegak hukum in abstracto oleh
badan pembuat undang-undang, kebijakan yudikatif/aplikasi, yaitu penerapan

hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai
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pengadilan, dan kebijakan pelaksanaan (eksekusi), yaitu tahapan pelaksanaan
hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.}** Dalam

penelitian ini penulis lebih mengkaji mengenai kebijakan pembentukan

QQ‘

untuk mencapai tujua

ultimum remedium yang mana merupakan upaya terakhir dalam
pengaturan kehidupan masyarakat. Menurut prof Simon bahwa akhir abad

kedelapan belas, praktik pemidanaan berada dibawah pengaruh dari paham

143 Maidin Gultom, Op.Cit, him. 21.
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pembalasan (vergeldingsidee) dan paham membuat  jera
(afschrikkingsidee). .

Tujuan dari pemidanaan terdapat dari tiga bagian, yakni teori

pemberian sanksi kebiri.
2. Relatif

Teori ini merupkan teori pencegahan, yang mana pencegahan

terhadap pelaku dan pencegahan terhadap masyarakat. Tujuan

pemidanaan dari teori ini adalah untuk mencegah dan mengurangi

144 p A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit, him.11.
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kejahatan, dan bertujuan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan
orang lain yang berpotensi atau akan melakukan kejahatan yang mana
dapat dilakukan untuk merubah kedepan yang lebih baik. Dengan kata
lain fungsi dari pidana_dijatuhkan-bukan karena orang melakukan
kejahatan melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan.

Jika Kkita lihat \"pemberian; ;sanksi kebiri yang merupakan
pemberiaan penderitaan terhadap pelaku kejahatan. Maka sanksi ini
lebih kepada tujuan pemidanaan absolute yang berlandasan terhadap
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Yang mana
bahwa sanksi kebiri ini bertujuan’ untuk mencegah orang untuk
melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan
tersebut lebih menitik beratkan kepada teori absolut setelah sanksi
tersebut diberikan-pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun
permasalahan yang timbul terhadap sanksi kebiri kimia adalah hormon
yang membuat seseorang hilang gairahnya.

Menurut penulis bahwa pemberian sanksi kebiri dengan
bertujuan agar sipelaku. tidak lagi.melakukan perbuatan ataupun tidak
dapat lagi melakukan perbuatan serupa tidak beralasan dikarenakan
yang salah terhadap pelaku merupakan psikologinya. Sehingga yang
paling tepat diberikan terhadap pelaku adalah therapy dan bukan
treatmen berupa suntikan kimia kebiri saja. Sebenarnya sipelaku bisa
dapat melakukan kejahatan lagi setelah pemberian kebiri telah

diselesaikan berdasarkan ketentuan waktu yang telah di tentukan, tanpa
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perbaikan terhadap psychological problem pelaku maka pelaku tetap
akan melakukan kejahatan yang sama karena yang di berikan treatmen

kebiri tanpa mempertimbangkan yang salah terhadap pelaku merupakan

dengan organ tubuh lain. Sehingga solusi yang harus di perhatikan
pemerintah ialah tentang pendidikan agama, memberikan pendidikan
mengenai seksualitas dan pendampingan secara psikologis. Yang mana

hal ini sangat penting. Khususnya bagi korban dari pelaku phedofilia

agar ia tidak menjadi predator setelah dewasa.
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3. Gabungan
Teori ini mengabungkan antara konsep teori absolut dan teori

relatif. Sehingga tujuan dari pemidanaan adalah selain melakukan

rangka

2njadi  manusia

dan tidak

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan yang terinspirasi dari
pikiran-pikiran dalam Universal Declaration of Human Right, standart
Minimum Rules on Treatment of Prisoners, serta International
Convenant On Civil And Political Right, yang mana menolak sistem
pemidanaan yang memebrikan sistem penjeraan. Seseorang melakukan

kejahatan dan kesalahan dapat dijatuhkan pidana, namun tidak dengan
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cara diberantas. Yang diberantas itu adalah faktor-faktor yang dapat

menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan

hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang

tambahan ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang nantinya
apabila pelaku telah dipidana dan kembali ke masyarakat, maka
nantiknya pelaku akan mendapatkan stigma ataupun label yang buruk
dari masyarakat, sehingga penulis tidak sependapat mengenai pidana

tambahan pengumuman identitas pelaku.

145 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op.Cit, him.38-39.
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Jika kita lihat dari sanksi kebiri juga seolah seperti suatu tindakan

pembalasan dari pemerintah tanpa adanya upaya untuk melakukan

perbaikan diri terhadap pelaku phedofilia terhadap anak tersebut. Yang

tertekan dengan pemasangan chip.

Apabila pemerintah Republik Indonesia melalui hukuman kebiri
dan pemasangan chip menggunakan cara berpikir konsep pemidanaan
berdasarkan pembalasan dendam maupun penjeraan kedalam sistem
hukum Indonesia, ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Yang mana

setiap usaha yang hendak mengembalikan pemikiran tentang tujuan
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pemidanaan kembali pada teori tentang pembalasan dendam maupun teori
tentang penjeraan sesuai dengan peraturan yang beraku dengan cara
mencabut atau mengubah Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang
. a, serta mencabut

%

005 tentang

(Konvenan

\a‘

&
-~
o
em

!\\\pe\

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau
kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan
adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau pidana untuk menyesali
perbuatan yang telah ia lakukan, dan mengembalikan menjadi warga

negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral

146 |_aurensius Arliman S, Perlindungan Anak , Budi Utama, Yogyakarta, 2016, him. 93.
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sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan sosial yang aman,
tertib, dan damai. Dengan demikian konsep pemikiran yang meletakkan

dasar pemikiran pembalasan dan penjeraan sudah tidak sejalan dengan
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" 1 sanksi hukuman dan
Q

ancaman pidana yang le d enambahan sanksi kebiri ini
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tampaknya bukan merupakan pemecahan untuk masa depan, lebih banyak
beban akan menambah beban finansial negara.
2. Kebiri Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menentukan bahwa manusia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha

Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk
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membedakan yang benar dan yang buruk yang akan membimbing dan

mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan. Yang mana

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut” adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat

dikurangi dari segi apapun. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39

147 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa Hak
Asasi Manusia adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

dari kebijakan

atu penyiksaan

Manusia, yakni :
a) Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
b) Hak ekonomi, sosial dan budaya;
c) Diskriminasi rasial,

d) Penyiksaan;

148 Binsar Gultom, Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Indonesia, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2010, him.23.
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e) Diskriminasi terhadap perempuan;

f) Hak-hak anak.!4®

Dalam perumusan Hak Asasi Manusia kedalam aturan yang

penggeledahan, penyitaan dan penghukuman yang mana adalah untuk
membatasi Hak Asasi Manusia. Sehingga harus adanya pengkajian
mengenai aspek penghukuman pemidanaan, terhindar dari pembatasan

Hak Asasi Manusia yang jusru tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan

149 Saraswati, Hak Asasi Manusia Teori, Hukum dan kasus, Ul Pres, Jakarta, 2006, him. 123.
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yang lebih mengarah kepada penyiksaan bukan kepada perbaikan diri
pelaku.

Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai hukuman

PBB. Prinsip-
g dalam kewajiban

Pasal 28 | dan

kebiri terhadap pelaku tidak berkaitan dan tidak berdasarkan prinsip-
prinsip perlindungan hak asas yang di atur dalam undang-undang Hak
Asasi Manusia.

Penyiksaan yang diakibatkan oleh kebiri dijelaskan oleh pendapat
dr. Eka Viora, Sp.KJ(K), selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat

Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) dan
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Wimpie Pangkaila, merupakan Seksologi Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana Denpasar, yang mana sanksi kebiri ini memiliki

efek samping, yaitu : tulang keropos (osteoporosis), dan pengaruh lain

kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian pemberian dalam
sanksi kebiri dan penjatuhan pemidanaan harus tetap berpegang teguh

pada Hak Asasi Manusia.

150 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op.Cit, him. 179.
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b. Hak Untuk Mendapatkan Keturunan

Terkait dalam hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keterunan

secara konstitusional diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang

Dan yang telah di sampaikan diatas bahwa seriap orang berhak
melanjutkan keturunan yang mana merupakan bagian penting untuk
tidak dikurangi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Sehingga
harus di analisa dan ditelaah kembali mengenai penjatuhan sanksi kebiri

tersebut.
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Jika dikaji efek kebiri menurut Wimpie Pangkahila yang mana
merupakan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,

Denpasar yang menyatakan bahwa kebiri kimia dilakukan dengan

i. menekan hormone

dana menjalani
dari lembaga

kembali dalam

tahun.

Yang mana hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia
karena pemberian sanksi kebiri berefek kepada hilangnya hak seseorang
untuk mendapatkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang

menjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga penulis

B311bid, him. 175
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beranggapan bahwa pemberian sanksi kebiri sangat bertentangan

dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Sehingga kebijakan Pemerintah ini

harus di pertimbangkan karena tidak adanya kesesuaian antara norma

&

pengertian Hak A . *
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum sebagai

anggota Perserikat Bangsa-Bangsa yang harus menjunjung tinggi dan
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melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang
telah ditetapkan oleh Perserikat Bangsa-Bangsa. Sehingga dikaji

kembali mengenai sanksi kebiri bertentangan dengan konvensi

tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan
secara berkala oleh kementerian yang menyelenggara urusan Pemerintahan
dibidang hukum, sosial, dan kesehatan”.

Pengebirian terbagi atas dua jenis, yaitu kebiri fisik dan kebiri

kimia, kebiri fisik memotong testis atau penis (kantung sperma). Setelah

testis di potong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian
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dijahit. yang mana efek yang ditimbulkan pada kebiri fisik ini adalah
permanen. >

Kebiri kimia adalah memasukkan (baik melalui suntikan maupun

estrogen pada
rempuan, yang

penyimpangan

yang berpendapat bahwa

Tindakan kebiri kimia memiliki resiko positif dan negatif, sehingga
perlu dibahas pada tingkatan yang lebih tinggi. Tindakan menggangu
hormon seseorang dengan maksud mengurangi libido, apapun tindakan

ini ada side effect-nya ini yang harus kita pertimbangkan.

152 Sjska Lis Sulistiani, Op.Cit, him. 144,
153 1bid.
15 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Op.Cit, 173-174
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ISJIAIU

nery we[sy sej

b) dr. Eka Viora, SpKJ(K), yang mana selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat
Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa lIndonesia (PDSKJI),

menerangkan bahwa:

indakan kebiri kimia

ALARRAEND

=N

tubuh.  Obat

Efek samping pulkan terhadap pemberian obat
antiandrogen yaitu :

1. Seutuhnya mengalami kemandulan

2. Meningkatkan kecemasan, stress, depresi, dan frustasi;

3. Mudah lelah;

4. Bulu badan berkurang;

5. Memperbesar kelenjer payudara pada pria;
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

6. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau mengurangi massa
otot dan hilangnya hasrat;
7. Meningkatkan berat badan, yang berakibat menaikkan risiko penyakit

o> *Viny »

W

g
&
a
Vel
o
o
g
Pl
o,

meningkatkan resiko penya jantung dan pembuluh darah. Dan
berdasarkan penjelasan yang di berikan oleh Dokter Wimpie menyatakan
bahwa tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia

memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual

dibandingkan hukuman lain yang lebih berat. Karena pengalaman seksual

155 ]smantoro Dwi Yuwono, Loc.Cit, him. 54.
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sebelumnya kan sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada,

terlepas dari apakah dia mampu apa tidak, sehingga menurut beliau

langkah penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasaan

pemberian tindakan kebiri ini dianggap memangkas dan mematikan fungsi
Reproduksi dan tindak penyiksaan sadis secara perlahan, yang mana
dampak dari kebiri kimia adalah terhentinya sistem alat reproduksi

manusia yang mana tentunya akan menimbulkan masalah baru

156 https://sains.Kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-
pelaku-perkosaan?page=all, diaskes tanggal 31 Agustus 2019.

157 http:// health.detik.com/ berita-detikhealth/ d-3224935/seperti-apa-rasanya -dikebiri-ini-
pengakuan-pria-hiperseks, diakses tanggal 31 Agustus 2019
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kedepannya. Oleh sebab itu lkatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan

penolakan terhadap esekutor dalam tindakan kebiri tersebut yang mana

bertentangan dengan etika profesi seorang dokter. Karena menyebabkan

Kedokteran Indonesia.

dr. Heru H. Oentoeng, M. Repro, Sp. And, FIAS, FECSM yang
mana merupakan Ahli andrologi dan seksologi mengatakan bahwa
hukuman kebiri akan sia-sia jika tidak didampingi dengan pemidanaan dan
rehabilitasi, dimana beliau menyatakan bahwa phedofilia kalau tidak di

rehabilitasi maka dia akan bisa melakukan kekerasan seksual dengan cara
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lain, misalnya dengan alat tertentu atau pakai jari, dengan demikian,
selama mentalnya tidak direhabilitasi atau di terapy, dia akan selalu pakai

cara lain.*%®
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18 http://www.antaranews.com/berita  /524802/ hukuman-kebiri-bagi-paedofil-tidak-efektif-
menurut-ahli-medis, di askes tanggal 31 Agustus 2019
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

:E .

g dap phedofilia

= g-Undang Nomor

W

S ) ng Nomor 35

xS

g E an Pemerintah

; = ang Perubahan

E_ : telah menjadi

< &

e = ndungan Anak.

@ = |

5 - ahatan tersebut diatur
=

7 _‘5" sanksi tambahan

7 2

hT - ik dan pemasangan
;

E T an kebijakan ini terkait

g g mana kebijakan pemerintah

=

bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi/PUU-V11/2009 yang
menjelaskan mengenai tiga hal kegentingan memaksa. Kasus kekerasan
terhadap anak pada tahun 2016 tidak lagi meningkat seperti tercantun
dalam konsideran. Sehingga kondisi tidak berbahaya, tidak ada alasan

yang jelas pemerintah menerbitkan Perppu tersebut.
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2. Keberadaan Saksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana yang
dikeluarkan oleh pemerintah seakan menggunakan pendekatan emosional
tanpa mengkaji lebih matang mengenai penjatuhan sanksi tersebut. Hal
ini dikarenakan bahwa kebijakan sanksi kebirl ini termasuk hukuman
yang tidak manusiawi, mengandung unsur penyiksaan telah bertentangan
dengan Hak Asasi Manusia dan menyimpang dari Konvensi PBB tentang
Deklarasi Universal dan hak asasi yang diatur di Indonesia, kemudian
kebijakan penjatuhan sanksi kebiri bertentangan dengan nilai-nilai Hak
Asasi Manusia yang terkandung dalam lahirnya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.yang merupakan
bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia. Sehingga Perppu ini
dianggap bertentangan dengan pembentukan hukum. Meskipun hukuman
sanksi kebiri kimia ini bersifat sementara tetap telah melanggar Hak
Asasi Manusia dan efek yang ditimbulkan dari pemberian suntikan kebiri
ini bertentangan dengan kode etik dokter yang mana dokter berkewajiban
melindungi. Sehingga sangat jelas bahwa sanksi kebiri bertentangan
dengan kode etik kedokteran sebagai esekutornya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian penulis maka penulis memberi
saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah sebagai para legislatif yang berwenang dalam
reformulasi pembentukan Undang-Undang lebih menimbang serta
mengkaji mengenai penjatuhan sanksi kebiri. Ataupun mengkaji kembali

di Mahkamah Konstitusi agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi
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Manusia. Yang mana Perppu kebiri ini seolah olah langka emosional

Pemerintah terhadap pelaku tapi tidak adanya perlindungan yang

diberikan terhadap korban. Dan diharapkan Pemerintah lebih

seumur hidup tanpa remisi ataupun penambahan denda yang semakin
meningkat ataupun hukuman mati ketimbangang lebih baik dari pada

hukuman kebiri.
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